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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi hubungan 
masyarakat Pemerintah Daerah Majene dalam menjalin hubungan dengan media 
cetak serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat fungsi 
hubungan masyarakat Pemerintah Daerah Majene dalam menjalin hubungan 
dengan media cetak. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan komunikasi dengan menyajikan dua sumber data yakni 
data primer yaitu data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan dan data 
sekunder yaitu data dari file-file atau dokumen. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data 
dan analisis data dilakukan dengan tiga tahap yaitu; reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi hubungan masyarakat 
Pemerintah Daerah Majene dalam menjalin hubungan dengan media cetak sudah 
berjalan sesuai dengan tugas dan peran humas yaitu humas menyediakan informasi 
tentang kegiatan yang akan dipublikasikan dan menjadi penghubung antara pihak 
pimpinan pemerintah daerah dengan pihak wartawan maupun masyarakat yang 
ingin bertemu. Hubungan humas dan media cetak sejauh ini sudah berjalan baik 
dan harmonis, karena tersedianya infrastruktur yang mendukung pelaksanaan 
kerjasama dengan pihak media dan terciptanya keakraban antara humas dengan 
pihak media cetak. Walaupun terkadang masih ada kendala ataupun hambatan 
dalam pelaksanaan kegiatan seperti koordinasi informasi kepada pihak media, 
humas belum menempatkan seseorang untuk mengcover informasi kegiatan kepada 
pihak media dan humas pemerintah daerah Majene masih kekurangan sumber daya 
manusia yang profesional yang sesuai dengan dasar keilmuan dan anggaran untuk 
pelakasanaan kegiatan publikasi dengan pihak media cetak masih terbatas.   
Implikasi dari penelitian ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang  
profesional dibagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene diharapkan 
dalam perekrutan pegawai atau anggota dibagian hubungan masyarakat difokuskan 
kepada calon pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan dasar 







Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa Ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha Ḥ ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad Ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad Ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Ẓ zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof  terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam I El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ـه Ha H Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
B. Vocal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 











 fathah a a  َا 
kasrah 
 
i i  َا 
dammah u u  َا 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 ََفـْيـَك : kaifa 
 ََلْوَـه : haula 
C. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
 Contoh: 
ََتَاـم : ma>ta 
ىـَمَر : rama> 
ََلـْيِـق : qi>la 
َُتُْوـمَـي : yamu>tu 
D. Ta’ Marbutah 
Transliterasi untuk tᾱ’ marbutah ada dua, yaitu: tᾱ’ marbutah yang hidup 








 fathah dan ya ai a dan i  َْىـ 
fathah dan wau au a dan u  َْوـ 
Nama 
 




َْ ...اَْْ...ْ|ى  
 
kasrah dan ya 
 













a dan garis di atas 
 
i dan garis di atas 
 
u dan garis di atas 
 
Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tᾱ’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tᾱ’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 
Contoh: 
َِلَافْطلأُاةـَضْوَر  : rauḍah al-aṭfᾱl 
ََُةلــِضَاـفـَْلُاةَـنـْيِدـَمـَْلا : al-madinah al-fᾱdilah 














A. Latar Belakang Masalah 
Demi terciptanya image atau citra dimata publik dan juga tercapainya 
target dan tujuan dari perusahaan/organisasi, maka dibutuhkan praktisi humas yang 
handal dan profesional untuk membantu tugas manajemen dalam mencapai citra 
yang positif serta target dan tujuannya. Kegiatan humas dimulai dari internal 
perusahaan/organisasi hingga kegiatan yang bersifat membangun citra yang positif 
dari perusahaan/organisasi dimata publiknya. 
Diakui atau tidak humas pada saat ini kian banyak dikenal dalam 
kehidupan masyarakat, terutama dalam berbagai perusahaan dan instansi yang 
berkepentingan langsung dengan humas. Bahkan dewasa ini, divisi humas dianggap 
sebagai suatu kebutuhan yang mesti ada dalam sebuah perusahaan/organisasi guna 
membangun hubungan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan 
(stakeholder).  
Humas merupakan perantara komunikasi bagi perusahaan/organisasi 
dalam hal mengadakan komunikasi timbal balik terhadap publiknya, baik itu publik 
internal maupun publik eksternal. Humas bertugas menyampaikan kebijakan, 
tujuan dan informasi mengenai manajemen perusahaan/organisasi yang 
diwakilinya kepada publik dan juga sebagai saluran informasi dari publik kepada 
perusahaan/organisasi. 
Seorang praktisi humas harus menjaga dan meningkatkan citra yang telah 
terbentuk dari perusahaan/organisasi maupun dari instansi pemerintahan yang 
diwakilinya, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan isu yang dapat 
merugikan bagi perusahaan/organisasi maupun instansi pemerintah. 
Perbedaan utama antara fungsi dan tugas humas yang terdapat diinstansi 
pemerintah dan lembaga non pemerintah (perusahaan swasta/komersil), yaitu tidak 
ada yang diperjual belikan atau transaksi yang terjadi, baik berbentuk produk 
barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan 
secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama 
dengan perusahaan komersil, seperti melaksanakan kegiatan kampanye, publikasi, 
promosi pemasaran dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan kepada 
bentuk pelayanan publik semata. 
Melalui unit program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksankan 
penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau 
tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas 
dinas kepemerintahan. 
Tugas pokok dan kewajiban humas adalah bertindak sebagai komunikator 
untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan 
pemerintah, memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif, hingga 
mampu menciptakan citra yang baik bagi lembaga yang diwakilinya, serta 
membangun opini publik yang positif. 
Kabupaten Majene ditengah-tengah era transparansi selaras dengan 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Era ini menjadikan 
komunikasi dan informasi sebagai pilar demokratisasi sekaligus sumber 
pengetahuan  masyarakat, serta melahirkan perkembangan yang cukup pesat pada 
media massa cetak elektronik. Keadaan seperti ini menuntut pemerintah daerah 
untuk mengakomodasi dan mengantisipasi kebutuhan masyarakat memperoleh 
informasi sebaik-baiknya, terutama dalam kegiatan pembangunan daerah 
kabupaten yang sedang berjalan. 
Media massa di Kabupaten Majene terus bertambah dan berkembang. 
Munculnya berbagai media cetak dan elektronik lokal, membuat Pemerintah 
Daerah Majene harus melakukan hubungan dengan media. Hadirnya berbagai 
media massa lokal yang berkembang di Kabupaten Majene merupakan tantangan 
sendiri bagi humas, karena masyarakat menjadi lebih banyak tahu informasi 
mengenai Kabupaten Majene.  
Pemerintah Kabupaten Majene menyadari bahwa menjamurnya berbagai 
media massa dan derasnya arus informasi yang menerpa masyarakat belum 
merupakan jaminan akan pencerahan kepada masyarakat, bahkan dalam beberapa 
kasus sering kali justru terjadi keadaan sebaliknya, kebingungan masyarakat. Oleh 
karena itu, humas bagi Pemerintah Kabupaten Majene menjadi sangat penting dan 
startegis, terutama dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan 
informasi pembangunan dan untuk pembentukan citra Pemerintah Kabupaten 
Majene. Humas pada dasarnya merupakan salah satu metoda komunikasi untuk 
menciptakan citra positif dari segenap mitra (institusi, organisasi, masyarakat dan 
stakeholder) Pemerintah Kabupaten Majene atas dasar menghormati kepentingan 
bersama. 
Salah satu fungsi humas dalam membentuk citra adalah dengan menjalin 
hubungan baik dengan media yang dikenal dalam istilah kehumasan adalah media 
relations.          
Hubungan dengan media atau media relations merupakan hal yang sangat 
penting dalam pekerjaan seorang public relations atau humas untuk mencapai 
tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan public relations. Salah satu tujuan dari 
pekerjaan public relation adalah membangun citra positif dan saling pengertian 
antara publik dan organisasi.1 
Peran media sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra Pemerintah 
Daerah Majene dimata masyarakat dan untuk memudahkan dalam menyampaikan 
informasi pembangunan kepada publik. Karena produk dari media berupa berita 
dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Sebab pemberitaan yang kurang baik di 
media akan membawa dampak yang kurang baik pula terhadap instansi dan begitu 
pula sebaliknya dengan pemberitaan yang baik akan berdampak baik pula untuk 
instansi. 
Humas Pemerintah Daerah Majene harus mampu melaksanakan fungsinya 
dengan baik dan efektif dalam  menjalin hubungan baik dengan media, jangan 
sampai citra yang sudah baik selama ini tercemar akibat pemberitaan yang buruk 
dimedia karena kurangnya komunikasi antara humas dan media. Selama ini 
hubungan humas pemda majene dengan pihak media sudah terjalin dengan baik 
akan tetapi kadang terjadi permasalahan kecil, seperti koordinasi informasi yang 
                                                          
1
 Rini Darmastuti, Media Relations “Konsep,Strategi dan Aplikasi”, (Yogyakarta: C.V. 
Andi Offset,2012), h.44. 
kadang dikeluhkan oleh pihak media, pemuatan foto-foto kegiatan pemda yang 
dipublikasikan oleh pihak media masih kurang update, dll. Oleh karena itu 
dibutuhkan peran humas untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai alat untuk 
menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah Majene dengan 
media khususnya media cetak terutama dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan 
masyarakat akan informasi.  
Peneliti ingin meneliti  Bagaimana Fungsi Humas Pemda Majene dalam 
Menjalin Hubungan dengan Media Cetak. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini adalah Fungsi Hubungan Masyarakat Pemerintah 
Daerah Majene dalam  Menjalin Hubungan dengan Media Cetak. Fungsi Humas 
yang dimaksud adalah bagaimana Humas Pemda Majene menjalankan fungsinya 
dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak  media.   
2. Deskripsi Fokus 
a. Fungsi humas, fungsi utama yang dilakukan humas dalam organisasi meliputi 
berbagai bidang dan segi, dibawah terdapat beberapa fungsi humas yang paling 
utama, yaitu: 
1. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara 
lembaga/organisasi dengan publiknya, baik publik intern maupun ekstern 
dalam rangka menanamkan pengertian. 
2. Menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan 
organisasinya. 
3. Memberi saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat 
umum sebagimana mestinya. 
4. Menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan 
iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi/lembaga 
5. Menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum.  
b. Public relations atau yang lebih dikenal dengan istilah humas adalah fungsi 
manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan 
bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau 
kegagalan organisasi tersebut.2   
c. Media Relations sebagai hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan 
publisitas atau merespon kepentingan media terhadap kepentingan organisasi. 
Media relations yang dimaksud disini adalah hubungan dengan pers dalam arti 
sempit. Karena selama ini, pers itu sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers 
dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit merupakan 
istilah yang digunakan untuk menyebut media cetak. Sedangkan pers dalam arti 
luas mencakup semua media penyiaran yang ada seperti televisi, radio, internet, 
surat kabar, serta majalah.  
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan bahwa yang 
menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Fungsi 
Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene dalam Menjalin Hubungan 
                                                          
2
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dengan Media Cetak. Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan 
beberapa sub masalah sebagai berikut: 
1. Apa saja Fungsi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene dalam 
Menjalin Hubungan dengan Media Cetak?  
2. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan fungsi 
Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene dalam Menjalin Hubungan 
dengan Media Cetak? 
D. Kajian Pustaka atau Penelitian Terdahulu  
Adapun penelitian sebelumnya yang menyinggung tentang fungsi humas 
menjalin hubungan dengan media adalah: 
1. Nurul Fitriani Syahid, Mahasiswi Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah 
dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul 
penelitian yang diangkat adalah “Strategi Humas Polda Sulselbar Dalam 
Membangun Citra Polri” dengan rumusan masalah yang diteliti adalah 
Bagaimana Strategi Humas Polda Sulselbar dalam Membangun Citra dan Apa 
Faktor Pendukung dan Penghambat Humas Polda Sulselbar dalam Membangun 
Citra Polri. 
2. Reynaldi Maulana, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu 
Humas Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang-Banten, dengan judul yang 
diangkat adalah “Strategi Media Relations Humas Pemerintah Provinsi Banten”. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana peneliti hanya 
memaparkan situasi atau peristiwa yang diteliti. Penelitian ini tidak mencari atau 
menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 
3. Dedy Riyadin Saputro, Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul penelitian yang diangkat adalah “Aktivitas 
Humas Dalam Menjalankan Media Relations” dengan rumusan masalah yang 
diteliti adalah tentang bagaimana aktivitas humas pemerintah kota Yogyakarta 
dalam menjalankan media relations dan kendala apa yang dihadapi dalam 
menjalankan media relations. 
        Tabel Perbandingan: 
 
E. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui fungsi Humas Pemda Majene dalam menjalin hubungan 
dengan media cetak. 
No. Nama/Judul 
Penelitian 
Metode   Persamaan Perbedaan 
1. Nurul Fitriani Syahid, 










































2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Fungsi Humas Pemda 
Majene dalam  menjalin hubungan dengan media cetak. 
F. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 
komunikasi mengenai kemampuan humas dalam menjalin hubungan dengan  media 
cetak. 
2. Kegunaan praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna 
bagi Humas Pemda Majene untuk mempertahankan citra positif dan menjalin 
hubungan yang baik dengan publik, terutama dengan media. Dan juga diharapkan 
penelitian ini bisa menjadi masukan bagi mahasiswa/mahasiswi yang mengambil 











A. Hubungan Masyarakat 
1. Defenisi Humas  
Istilah “hubungan masyarakat” atau yang disingkat “humas” sebagai 
terjemahan dari istilah public relations sebenarnya sudah benar-benar 
memasyarakat dalam arti kata telah dipergunakan secara luas oleh instansi, 
lembaga, serta pemerintah di Indonesia.3 
Lembaga public relations di Amerika Serikat mendefinisikan public 
relations sebagai “ usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, 
guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal-balik antara organisasi 
dan masyarakat.4  
 
Public relations adalah fungsi manajemen yang mengavaluasi sikap 
publik, mengidentifikasi kebijakan dan prosedur individual dan organisasi yang 
punya kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program aksi 
dalam rangka mendapatkan pemahaman dan penerimaan publik.5  
Menurut Simoes defenisi Humas adalah sebagai berikut:6 
a. Humas merupakan proses interaksi, menciptakan opini publik sebagai input 
yang menguntungkan kedua belah pihak. 
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b. Humas adalah fungsi manajemen, menumbuhkan, mengembangkan, hubungan 
baik antara institusi atau lembaga dengan publiknya, baik internal maupun 
eksternal. 
c. Humas merupakan aktivitas diberbagai bidang ilmu, menanamkan pengertian, 
menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan good 
will, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. 
d. Humas merupakan profesi profesional dalam bidangnya, merupakan faktor yang 
sangat penting dalam pencapaian tujuan institusi dengan cara yang tepat.      
Defenisi yang spesifik yang menekankan tanggung jawab khususnya, 
diberikan oleh Public Realtions News: “humas adalah fungsi manajemen yang 
mengevaluasi sikap publik, mengindetifikasi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan 
prosedur-prosedur seorang individu atau sebuah organisasi berdasarkan 
kepentingan publik, dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian 
dan penerimaan publik7.   
Pertemuan asosiasi-asosiasi humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus 
1978, ditetapkan defenisi humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu social 
yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan 
konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan dan saran-saran kepada 
para pemimpin organisasi, dan mengimplementasikan program-program tindakan 
yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan 
khalayak.8  
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Berbagai defenisi kehumasan memiliki redaksi yang saling berbeda akan 
tetapi prinsip dan pengertiannya sama. Salah satu defenisi humas diambil dari The 
British Institute of Public Relations, berbunyi:9 
1. Public relation activity is management of communication between on 
organization and its public. (aktivitas public relations adalah mengolah 
komunikasi antara organisasi dan publiknya). 
2. Public relations practice is deliberate, planned and sustain effort to establish 
and maintain mutual understanding between an organization and its public. 
(praktik public relations adalah memikirkan, merencanakan, dan mencurahkan 
daya untuk membangun dan menjaga saling pengertian antara organisasi dan 
publiknya).     
 
Beberapa pendapat tersebut diatas pada dasarnya mempunyai pengertian 
yang sama tentang humas yaitu humas merupakan komunikasi yang terencana 
dengan menggunakan media kepada khalayaknya dan digunakan untuk mencapai 
tujuan bersama dalam sebuah organisasi. 
2. Humas Pemerintah 
Petugas humas pemerintah perlu mengerti tujuan dan program pemerintah 
yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Dituntut memiliki penegetahuan 
mengenai system pemerintahan dan seluk beluk negara, ini disebabkan karena 
pemerintah harus bertindak dari kata perintah yang berarti menyeruh melakukan 
suatu pekerjaan. Namun tinjauan asal kata pemerintahan sebenarnya berasal dari 
kata dalam Bahasa inggris government yang diterjemahkan sebagai pemerintah dan 
pemerintahan dalam banyak tulisan.10   
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Sebagai juru bicara pemerintah, petugas humas dalam bidang ini harus 
mengetahui undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah maupun peraturan-peraturan yang menyangkut tentang kepegawaian 
Negara. Kini ada yang merupakan unit saja, tetapi ada juga yang sudah ditingkatkan 
sama dengan bagian biro. Di Indonesia kepala biro humas untuk tingkat pusat dan 
provinsi dinilai sebagai pejabat eselon II, sementara untuk jabatan vertikal ditingkat 
provinsi dan kabupaten sebagai eselon III.11 
Masa depan profesi humas pemerintah cukup cerah, sebab para petugas 
humas pemerintah memiliki peluang untuk dipromosikan menjadi tenaga-tenaga 
pimpinan seperti sekretaris, bupati. Sebagian besar orang menilai bahwa jabatan 
humas adalah jabatan yang mudah memperoleh kesempatan untuk dipromosikan 
pada jenjang yang lebih tinggi,karena kedudukannya selalu dekat dengan pimpinan. 
Perbedaan antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat yang terdapat di 
instansi dinas pemerintah dan lembaga non pemerintah (perusahaan komersial 
swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjual belikan atau transaksi terjadi, baik 
berbentuk produk, barang maupun jasa layanan yang ditawarkan kepada pihak yang 
membutuhkan secara komersial. Kalaupun ada pihak humas pemerintah   
melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial, seperti periklanan, namun 
hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public service atau public untilities 
demi kepentingan pelayanan masyarakat. 
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 Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat 
melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai 
kebijakan atau tindakan-tindakan tertentu selama kegiatan-kegiatan dalam 
melaksanakan kewajiban atau tugas di pemerintahan. Karena humas merupakan 
suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta penyebaran informasi 
kepada khalayak.12  
Humas pada saat ini banyak dipraktekkan diberbagi organisasi dalam 
rangka menunjang organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien. 
Pelaksanaan public relations dalam organisasi atau perusahaan dititk beratkan pada 
keterampilan membina hubungan antar manusia dalam organsasi untuk mengatasi 
timbulnya masalah: 
1. Public relations sebagai method of communication yaitu merupakan 
rangkaian kegiatan berkomunikasi secara khas. 
2. Public relations sebagai state of being yaitu perwujudan kegiatan 
berkomunikasi.13 
Dalam pengertian diatas disimpulkan bahwa public relations hanyalah 
terdapat dalam suatu organisasi yang jelas strukturnya serta jelas adanya 
pemeimpin dan yang dipimpin tetapi dalam suatu organisasi yang tidak dilengkapi 
dengan bagian public relations, tidak berarti tidak ada kegiatan kehumasan. Seluruh 
anggota organisasilah yang melaksanakan kegiatan kehumasan. 
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Kehumasan sebagai metode komunikasi mempunyai makna bahwa 
pemimpin dari suatu organisasi, bagaimanapun kecilnya dapat melaksanakan public 
relations, suatu kegiatan komunikasi   yang khas memiliki ciri-ciri dan meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut : 
1. Komunikasi dilaksanakan berlangsung dua arah secara timbal balik  
2. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari atas penyebaran informasi, pelaksanaan 
persuasi dan pengkajian opini publik. 
3. Tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi itu sendiri 
4. Sasaran yang dituju adalah publik didalam dan diluar publik 
5. Efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara 
organisasi dan publik.14   
Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada 
khalayak publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil 
oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara 
lembaga/instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada publiknya 
(masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana humas 
itu berada dan berfungsi. Jadi, pada dasarnya tugas humas pemerintah adalah: 
1. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang 
kebijakan, langkah-langkah dan tindakan-tindakan pemerintah, serta 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan 
secara terbuka, jujur dan objektif. 
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2. Memberikan bantuan kepada media massa berupa bahan-bahan informasi 
mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, 
termasuk fasilitas peliputan kepada media massa untuk acara-acara resmi 
yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi 
media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat diperlukan. 
3. Mempromosikan perkembangan ekonomi, dan kebudayaan yang telah 
dicapai oleh bangsa kepada masyarakat didalam maupun diluar negeri. 
4. Memonitor pendapat umum tentang kebiajakan pemerintah, selanjutnya 
menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada 
pimpinan instansi pemerintahan yang bersangkutan sebagai input.15  
3.  Peran dan fungsi humas 
Peranan humas dilingkungan pemerintahan sangat penting dalam 
membangun citra positif instansi. Karena humas berperan sebagai komunikator, 
yang menyampaikan segala informasi kepada masyarakat, sebagai sumber 
informasi resmi pemerintah. 
a. Peran Humas  
Peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki orang yang 
berkedudukan dalam masyarakat. Menurut Ralph Linton peran adalah aspek 
dinamis dari status “the dynamic aspect of status”, sedangkan status adalah suatu 
kumpulan hak dan kewajiban “a collection of rights and duties”. Menurut Linton 
seseorang disebut menjalankan perannya jika ia menjalankan hak dan kewajiban 
yang merupakan statusnya.16 
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Dalam organisasi perusahaan atau lembaga dan instansi peran public 
relations atau humas tidak dapat dianggap remeh. Karena, public relations harus 
berperan sebagai seorang tokoh yaitu sebagai mediator, komunikator, dan 
sebagainya dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut public relations diharapkan 
dapat berperilaku sesuai dengan perannya.17  
Menurut Cutlip, Center dan Broom dalam buku Effective Public 
Relations.18 
1. Expert Perscribber  Communication 
Humas adalah seorang ahli yang dapat memberikan saran, nasehat kepada 
pimpinan organisasi, hubungannya dapat diibaratkan antara dokter dengan 
pasien. 
2. Problem Solving Process Fasilitator 
Dapat memfasilitasi pemecahan masalah. Humas terlibat dalam setiap 
penanganan masalah, menjadi anggota tim atau menjadi pimpinan tim 
penanganan masalah. 
3. Communication Facilitator 
Peranan humas adalah jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan. 
Sebagai mediator atau pencegah jika terjadi miscommunication. 
4. Technician Communication  
Humas adalah pelaksana teknis komunikasi. Menyediakan layanan dibidang 
teknis dimana kebijakan dan keputusan teknik komunikasi mana yang akan 
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digunakan bukanlah keputusan teknik komunikasi mana yang akan digunakan 
bukanlah keputusan petugas humas melainkan keputusan manajemen dan 
petugas humas yang melaksanakannya. 
b. Fungsi Humas 
Setelah mengetahui arti humas, maka pada bagian berikutnya akan 
dikemukakan pengertian fungsi dan tugas humas. Hal ini merupakan hal yang 
penting. Karena humas merupakan wakil dari suatu organisasi yang berhubungan 
dan mengadakan komunikasi timbal balik dengan publik sasaran atau masyarakat 
lainnya. Tujuan dilakukannya komuikasi timbal balik tersebut adalah untuk 
membangun opini,persepsi dan citra positif bagi instansi. 
Fungsi utama humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan 
hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal 
maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi 
dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang 
menguntungkan lembaga atau organisasi.19  
Fungsi pokok humas pemerintah Indonesia pada dasarnya mengamankan 
kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan atau 
informasi mengenai kebijakan hingga program-program kerja nasional kepada 
masyarakat. Menjadi komunikator dan sekaligus sebagai mediator yang proaktif 
dalam menyembatani kepentingan instansi pemerintah disatu pihak, dan 
menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan publiknya dilain 
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pihak, dan berperan serta menciptakan iklim kondusif dan pembangunan nasional 
baik jangka pendek maupun jangka panjang.  
Adapun ciri-ciri humas adalah; 
1. Komunikasi yang dilancarkan berlangsung dua arah secara timbal balik 
2. Kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebab informasi, kegiatan persuasi dan 
pengkajian pendapat umum 
3. Tujuan yang hendak dicapai adalah tujuan organisasi tempat humas menginduk 
4. Sasaran yang dituju adalah khalayak didalam organisasi dan khalayak diluar 
organisasi 
5. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara 
organisasi dan khalayak.20 
Humas dikatakan berfungsi apabila aktifitas yang dilakukan menunjuk 
pada suatu kegiatan yang jelas dan khas. Selain itu, berfungsi tidaknya humas dalam 
sebuah instansi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-
ciri fungsinya. Oleh karena itu, untuk menguraikan mengenai fungsi public 
relations, sebagai berikut : 
a). Public relations adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 
berlangsung   secara timbal balik. 
b). Public relations merupakan penunjang tercapainya tujuan yang  ditetapkan oleh 
manajemen suatu organisasi. 
c). Publik menjadi sasaran kegiatan Public Relations adalah Public Intern dan 
Public Ekstern.21      
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Dikaitkan dengan pemahaman dan defenisi humas tersebut, faktor utama 
yang dapat menentukan kelancaran proses dalam fungsi kehumasan dapat melalui 
beberapa tahap sebagai berikut: 
1. Perencanaan ( planning) 
2. Pengorganisasian (organizing) 
3. Pengkomunikasian (communicating) 
4. Pengawasan (controlling) 
5. Penilaian (evaluating). 
Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya Public Relations, terdapat 3 
fungsi utama humas sebagaimana yang dikutip oleh Rosady Ruslan, yaitu: 
a. Memberikan penerangan kepada masyarakat. 
b. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara 
langsung. 
c. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga 
sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.22  
Menurut John D. Millet dalam bukunya management in public services the 
quest for effective performance, yang artinya peran humas /PR dinas instansi atau 
lembaga kepemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau 
kewajiban utamanya, sebagai berikut:23 
1. Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan, dan aspirasi yang terdapat 
pada masyarakat (learning about public desires and aspiration). 
2. Kegiatan untuk memberikan nasehat atau sumbang saran dalam menanggapi apa 
yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang 
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dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should 
desire). 
3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara 
publik dengan para pejabat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between 
public and government official) 
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh 
suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about 
what agency is doing)  
 
Public Relations dalam fungsi organisasi berperan sebagai Media 
Relation, Costumer Relation/Community Relation. 
Fungsi public relations sebagai berikut :24 
1. Manajemen berita: 
a. Mengkreasikan dan mendistribusikan pesan untuk membangun publisitas 
yang menguntungkan 
b. Membangun dan memelihara kontrak dengan wartawan. 
2. Hubungan komunitas: 
a. Memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah dan kelompok 
organisasi 
b. Menggunakan bantuan dan sponsor korporat 
c. Memberikan kontribusi yang bersifat amal pada tingkat local dan nasional. 
3. Manajemen krisis: 
a. Memberikan citra klien dimata publik karena kemelut internal, kesalahan 
kebijakan atau kecelakaan yang tak disengaja 
b. Memulihkan citra dimata publik yang menyertai suatu skandal 
c. Memberi pedoman bagi korporat dalam merespon pada keadaan mendesak 
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a. Memonitor aktivitas pemerintah 
b. Memelihara hubungan dengan legislator 
c. Menyebarkan informasi kepada legislator untuk mendukung hukum atau 
kebijakan yang menguntungkan klien. 
d. Memengaruhi voting legislator melalui hubungan atau kontrol pribadi. 
c. Tugas Humas 
Tugas humas yaitu pertama, secara internal maupun eksternal humas 
melakukan kegiatan dengan pendekatan informatif, deduktif, persuasif. Akibatnya 
perlu dihindarkan pendekatan yang bersifat imperaktif dan  positif. Tugas humas 
yang kedua adalah melakukan kegiatan komunikasi lewat kegiatan yang dilakukan 
secara berencana dan terus menerus. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi 
keterampilan komunikator, pesan yang disampaikan akurat, obyektif, punya daya 
pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.25  
Dalam rangka praktek sehari-hari tugas humas meliputi kegiatan 
penyelenggaraan penyampaian informasi baik dalam bentuk lisan maupun tertulis 
atau dalam bentuk gambar kepada publiknya, dengan demikian publik memperoleh 
pengertian yang komprehensif mengenai keadaan perusahaan. Selain, itu tugas 
humas lainnya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tanggapan publik, serta 
mempelajari dn menganalisa reaksi public, baik mengenai kebijakan perusahaan 
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maupun segala macam pendapat. Humas juga harus menjaga hubungan baik dengan 
publik dan media untuk mendapatkan opini publik yang mengutungkan instansi. 
Pernyataan-pernyataan ahli diatas dapat disimpulkan bahwa humas pada 
hakikatnya berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu 
lembaga atau organisasi dengan masyarakat. Humas juga berusaha untuk 
menciptakan pengertian, goodwill, dan penerimaan masyarkat terhadap instansi 
atau organisasi. 
Keberadaan humas pada setiap lembaga atau instansi merupakan suatu 
keharusan dalam rangka memperkenalkan kegiatan dan aktivitas kepada 
masyarakat yang merupakan suatu alat untuk memperlancar jalannya interaksi serta 
penyebaran informasi kepada khalayak melalui media cetak. Elektronik dan lain-
lain. Meskipun memang harus diakui bahwa masih dirasakan terbatasnya 
wewenang humas. Hal ini mungkin disebabkan kedudukan humas pada suatu 
perusahaan.  
Dalam melakukan tugasnya, seorang humas seringkali berhubungan 
dengan media massa, baik cetak maupun elektronik mulai dari wartawan, reporter 
sampai redaktur surat kabar. Sebagai konsekuensinya, petugas humas diharapkan 
mampu untuk mengembangkan interaktif yang positif dengan media massa sebagai 
mitra kerja. Hal ini dilakukan agar intansi atau lembaga memperoleh tempat dalam 
pemberitaan media massa. Akibatnya petugas humas harus dapat menegrti peranan 
media yang mengharuskan aktualitas serta nilai akurasi berita. 
Dengan media cetak dalam rangka memperoleh pemberitaan pers yang 
positif. Kegiatan tersebut meliputi: 
1. Menulis dan menyiarkan press release, foto-foto dan artikel-artikel yang khas   
mengenai kegiatan intansi. 
2. Mengorganisasi konferensi pers, resepsi pers dan kunjungan para wartawan 
ke instansi  
3. Mengatur wawancara antara pimpinan dengan pihak pers.    
d. Lingkup Humas (Public Relations) 
Peran dan fungsi diatas, dapat dijabarkan ruang lingkup humas / public 
relations:26 
1. Publication (publikasi dan publisitas). Setiap fungsi dan tugas humas / public 
relations adalah menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan informasi 
melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan/instansi 
pemerintahan yang pantas untuk diketahui publik. Setelah itu menghasilkan 
publisitas untuk memperoleh tanggapan positif secara lebih luas dari 
masyarakat. Dalam hal ini, tugas PRO adalah menciptakan berita untuk mencari 
publisitas melalui kerja sama dengan pihak pers/wartawan dengan tujuan 
menguntungkan citra lembaga atau organisasi yang diwakilinya. 
2. Event (penyusunan program acara). Merancang acara tertentu atau lebih dikenal 
dengan peristiwa khusus (special event) yang dipilih dalam jangka waktu, 
tempat, dan objek tertentu yang khusus sifatnya untuk mempengaruhi opini 
publik. Biasanya event tersebut ada beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut: 
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a. Callender Event, yaitu rutin (regular event) dilaksanakan pada bulan tertentu 
sepanjang tahun, seperti menyambut hari raya idul fitri,hari natal,tahun 
baru,hari ulang tahun dan sebagainya. 
b. Special Event, yaitu acara ajang yang sifatnya khusus dan dilaksanakan pada 
moment tertentu diluar acara rutin dari program kerja PR, misalnya 
peluncuran produk baru, pembukaan kantor atau pabrik baru, jalan baru, 
gedung baru, dan sebagainya. 
c. Moment Event, yaitu acara yang bersifat momentum atau lebih khusus lagi, 
misalnya menyambut pesta perak, pesta emas, pesta berlian dan hingga 
menghadapi millennium. 
3. News (menciptakan berita). Berupaya menciptakan berita melalui press release, 
news latter, dan bulletin. Untuk itulah seorang PRO mau tidak mau harus 
mempunyai kemampuan untuk menulis, karena sebagian besar tugasnya untuk 
tulis menulis, khususnya dalam menciptakan publisitas. 
4. Community involvement (kepeduliannya pada komunitas). Keterlibatan tugas 
sehari-hari seorang public relations officer (PRO) adalah mengadakan kontak 
sosial dengan kelompok masyarakat tertentu untuk menjaga hubungan baik 
(community relations and humanity relations) dengan pihak organisasi atau 
lembaga yang diwakilinya. 
5. Inform or Image (memberitahukan atau meraih citra). Ada dua fungsi utama dari 
humas/public relations, yaitu memberitahukan sesuatu kepada publik atau 
menarik perhatian, sehingga diharapkan akan memperoleh tanggapan berupa 
citra positif dari suatu proses “nothing” diupayakan menjadi “something”. Dari 
yang tidak tahu menajdi tahu, setelah tahu menjadi suka, dan kemudian 
diharapkan timbul sesuatu (something) yaitu berupa citra. 
6. Lobbying and Negotiation (pendekatan dan negosiasi). Keterampilan untuk 
melobi secara pendekatan pribadi dan kemudian kemampuan bernegosiasi 
sangat sangat diperlukan bagi seorang PRO agar semua rencana, ide, atau 
gagasan kegiatan suatu lembaga atau organisasi sebelum dimasyarkatkan perlu 
diadakan pendekatan untuk mencapai kesepakatan (deal) atau memperoleh 
dukungan dari individu atau lembaga yang berpengaruh sehingga timbul saling 
menguntungkan (win-win solution) 
7. Social responsibility (tanggung jawab sosial). Aspek tanggung jawab sosial 
dalam dunia public relations adalah cukup penting, tidak hanya memikirkan 
keuntungan materi bagi lembaga atau organisasi serta tokoh yang diwakilinya, 
tetapi juga kepedulian kepada masyarakat untuk mencapai sukses  dalam 
memperoleh simpati atau empati dari khalayaknya. Hal ini dalam fungsi public 
relations (corporate function) terdapat fungsi yang berkaitan dengan (social 
marketing).       
B. Hubungan Pers (Media Relations) 
Hubungan pers (media relations) adalah usaha untuk mencapai publikasi 
atau penyiaran yang optimal atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka 
menciptakan penegtahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau 
instansi yang bersangkutan. Tujuan pokok diadakannya hubungan pers adalah 
menciptakan pengetahuan dan pemahaman, jadi jelas buka semata-mata untuk 
menyebarkan suatu pesan sesuai dengan keinginan perusahaan atau klien demi 
mendapatkan suatu citra yang lebih indah dari pada aslinya di mata umum. Kriteria 
kejujuran dan kenetralan itu juga harus dipegang teguh oleh kalangan praktisi 
humas. Setiap pesan atau berita yang mereka sampaikan kepada masyarakat melalui 
pers haruslah sesuai dengan kenyataan yang sesungguhya. Baik atau buruknya 
humas diukur berdasarkan kejujuran dan sikap netralnya.  
Membina hubungan baik dengan pihak pers  merupakan salah satu ukuran 
akan berhasil atau tidaknya fungsi atau tugas humas. Hal ini dilakukan dengan 
melihat sejauhmana kegiatan humas berguna bagi perusahaan. Kegunaan tersebut 
bisa dilihat dari sejauh mana pemberitaan per situ dapat menghasilkan citra positif 
dimata public atau masyarakat, sebagai hasil kerjasama yang baik antara pihak 
humas dengan pihak pers. Bagi humas suatu instansi atau perusahaan, media massa 
merupakan “penyambung tangan” untuk menjangkau publik yang tersebar begitu 
banyak dalam wilayah yang demikian luas. 
Hubungan pers sebagai sebuah hubungan kerja yang terkait antara para 
petugas humas dengan orang-orang pers untuk kegiatan penyebaran informasi 
dalam media tertentu.27  
Sementara hubungan dengan media diartikan sebagai sebuah hubungan 
yang didalamnya terjalin kerjasama antara humas dengan pihak media massa 
seperti redaktur surat kabar dan majalah, wartawan radio atau reporter televisi.28 
Media relations yang dimaksud disini adalah hubungan dengan pers dalam 
arti sempit. Karena selama ini, pers itu sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers 
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dalam arti sempit dan pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit merupakan istilah 
yang digunakan untuk menyebut media cetak. Sedangkan pers dalam arti luas 
mencakup semua media penyiaran yang ada seperti televisi, radio, internet, surat 
kabar, serta majalah.  
Philip Lesly memberikan defenisi media relation sebagai hubungan 
dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan 
media terhadap kepentingan organisasi. Apa yang diuraikan Lesly ini pada sisi 
manfaat yang diperoleh organisasi dan kegiatan yang dilakukan organisasi dalam 
menjalankan media relations. Manfaat tersebut berupa publisitas. Sedangkan 
kegiatan yang bisa menopang publisitas itu adalah merespon kepentingan media.29.   
Frank Jefkins dalam bukunya Public Relations menyebutkan bahwa 
definition of press relations adalah “ the role of press relations is to achieve 
maximum publication or broadcasting of PR information in order to create 
knowledge and understanding”. Artinya kegiatan untuk memperoleh pemuatan 
atau penyiaran secara maksimal tentang informasi PR yang disampaikan untuk 
memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publiknya30.  
 
Berdasarkan pengertian diatas peneliti menyimpulkan bahwa hubungan 
dengan pers adalah upaya atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh manajer 
atau staf humas dengan pers melalui hubungan yang baik dengan harapan akan 
tercapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu informasi dari humas 
kepada public ekstern,sehingga tercipta pengetahuan dan pemahaman bagi public 
tersebut. 
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Jefkins menguraikan beberapa prinsip umum untuk membina hubungan 
media atau media relations yang baik. adalah :31 
1. By Servicing The Media yaitu memberikan pelayanan kepada media. Misalnya 
PR atau Humas harus mampu menciptakan kerjasama dengan media. PR 
menciptakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan keduanya. 
2. By establishing a reputations for reliability yaitu menegakkan suatu reputasi 
agar dapat dipercaya. Misalnya selalu menyiapkan bahan-bahan informasi 
akurat dimana dan kapanpun pada saat diperlukan. Media selalu ingin tahu 
sumber berita paling baik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan 
hubungan timbal balik terjalin makin erat.  
3. By supplying good copy yaitu memasok naskah informasi yang baik. Misalnya 
memberikan naskah yang baik, menarik perhatian, penggandaan gambar/foto, 
pembuatan teks gambar/foto dengan baik. Demikian  pula dengan Pengiriman 
news release ke media-media sehingga hanya sedikit  dilakukan revisi atau 
penulisan ulang atau menyunting naskah yang sudah dikirim dari praktisi humas 
atau public realtions. 
4. By coorperations in providing material yaitu melakukan kerjasama yang baik 
dalam menyediakan bahan informasi. Misalnya merancang wawancara pers 
dengan seorang yang dibutuhkan pers pada saat itu 
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5. By providing verification facilities yaitu penyediaan fasilitas yang memadai. 
Misalnya memberikan fasilitas yang dibutuhkan wartawan sewaktu menggali 
berita.  
6. By building personal Relationship with the media  yaitu membangun hubungan 
secara personal dengan media. Hal ini yang mendasari keterbukaan dan saling 
menghormati profesi masing-masing.   
Ada sejumlah prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh setiap praktisi 
humas dalam menciptakan dan membina hubungan pers yang baik. Prinsip-prinsip 
tersebut adalah sebagai berikut :32 
1. Memahami dan melayani media. Dengan berbekal semua pengetahuan diatas, 
seorang praktisi humas akan mampu menjalin kerja sama dengan pihak media. 
Ia juga akan dapat menciptakan suatu hubungan timbal balik yang saling 
menguntungkan. 
2. Membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Para praktisi humas 
harus senantiasa siap menyediakan atau memasok materi-materi yang akurat 
dimana saja dan kapan saja hal itu dibutuhkan. Hanya dengan cara inilah ia akan 
dinilai sebagai suatu sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya oleh para 
jurnalis. Bertolak dari kenyataan itu maka komunikasi timbal-balik yang saling 
menguntungkan akan lebih mudah diciptakan dan dipelihara. 
3. Menyediakan salinan yang baik. Misalnya saja menyediakan reproduksi foto-
foto yang baik, menarik, dan jelas. Dengan adanya tekhnologi input langsung 
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melalui computer (tekhnologi ini sangat memudahkan koreksi dan penyusunan 
ulang dari suatu terbitan, seperti siaran berita atau news release), penyediaan 
salinan naskah dan foto-foto yang baik secara cepat menjadi sangat penting.  
4. Bekerja sama dalam penyediaan materi. Sebagai contoh, petugas humas dan 
jurnalis dapat bekerja sama dalam mempersiapkan sebuah acara wawancara atau 
temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu. 
5. Menyediakan fasilitas verifikasi. Para praktisi humas juga perlu memberi 
kesempatan kepada para jurnalis untuk melakukan verifikasi (membuktikan 
kebenaran) atas setiap materi yang mereka terima. Contoh konkretnya, para 
jurnalis itu diizinkan untuk langsung menengok fasilitas atau kondisi-kondisi 
organisasi yang hendak diberitakan. 
6. Membangun hubungan personal yang kokoh. Suatu hubungan personal yang 
kukuh dan positif hanya akan tercipta serta terpelihara apabila dilandasi oleh 
keterbukaan, kejujuran, kerja sama, dan sikap saling menghormati profesi 
masing-masing. 
Pada pokoknya, ada empat hal yang harus diperhatikan demi menciptakan 
suatu hubungan pers yang baik.yaitu :33 
1. Susunan kalimat siaran berita harus senada dengan gaya yang digunakan oleh 
para jurnalis. Gaya penulisan ini berbeda dari gaya penulisan essai yang panjang 
lebar penuh kiasan, penulisan jawaban untuk suatu pertanyaan ujian yang 
terlampau lugas dan kaku, atau penulisan sebuah artikel feature yang 
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menekankan pada segi keindahan. Seorang humas yang sudah mampu 
meyakinkan editor dan jurnalis untuk memasang beritanya pada halaman utama 
maka ia sudah mencapai suatu keberhasilan. 
2. Siaran berita harus dibuat dalam gaya tulisan yang singkat dan padat, bukan 
seperti surat cinta yang penuh basa-basi. Terapkanlah kaidah penulisan yang 
tepat. Selain itu, siaran berita harus berpenampilan baik guna menghindari 
terganggunya penglihatan editor akibat terlalu banyaknya koreksi yang harus ia 
butuhkan. 
3. Bobot, karakter, dan kandungan siaran berita haruslah disesuaikan dengan 
reputasi dan karakter media yang hendak memuatnya. Jangan mengirimkan 
sebuah siaran berita yang berisikan uraian lengkap tentang riwayat hidup 
seseorang tokoh pengusaha ke sebuah Koran yang biasanya hanya menyediakan 
beberapa baris saja untuk artikel-artikel semacam itu. 
4. Hendaknya siaran berita itu dikirimkan ke beberapa jurnal atau media yang 
sekira paling sesuai (jadi tidak asal media) dan naskahnya harus diserahkan ke 
meja redaksi beberapa saat sebelum naik cetak.untuk memilih media yang paling 
tepat, petugas humas harus memiliki sebuah daftar lengkap mengenai semua 
media yang ada, termasuk klasifikasinya. Ia harus tau media mana sajakah yang 
cocok untuk menyiarkan pesan-pesan humas yang tertuang dalam siaran 
beritanya itu.  Ia juga perlu mengetahui proses pencetakan, tenggat waktu 
penyerahan naskah dan tanggal terbit dari masing-masing media.    
Menjalin dan menjaga hubungan dengan media merupakan cara yang 
efektif untuk membangun,menjaga,dan meningkatkan citra atau reputasi organisasi 
dimata stakeholder. Media relations sangat penting artinya sebagai wujud 
komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan publiknya. Disisi lain, fungsi 
media relations yang berjalan baik sangat bermanfaat bagi aktivitas lembaga karena 
pihak media memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan. 
Membangun hubungan pers (press relations) atau media relations 
merupakan barometer atau tolak ukur mengenai berhasil atau tidaknya dari suatu 
fungsi atau tugas public relations (PR), yakni untuk menilai efektif tidaknya 
pekerjaan PR pada sebuah lembaga atau institusi. Keerhasilan tersebut bisa dilihat 
dari sejauh mana pemberitaan per situ dapat menguntungkan bagi citra perusahaan 
dimata publik atau masyarakat, sebagai hasil kerja sama baik (mutual symbiosis) 
antara public relations dengan pihak wartawan atau pers.  
Pemberitaan pers tersebut yang dinilai favorable bagi pihak PRO/pejabat 
humas, tentu akan menguntungkan nama perusahaan. Tetapi sebaliknya kalau 
terjadi kesalahan pemberitaan atau nada negative, dampaknya akan merugikan citra 
perusahaan atau institusi, maka PR bisa menjadi sasaran sorotan, tanpa melihat 
sebab musabab terjadinya kesalahan pemberitaan yang kurang berkenan atau 
negatif. Sehingga secara psikologis, pihak PRO/pejabat humas akan menanggung 
beban atau tekanan stress yang cukup berat. 
Langkah pertama penanganan kasus itu adalah menjelaskan tentang 
kesalahan mengenai pemberitaan perusahaan itu ke dalam (internal relations), 
manajemen, dam pimpinan. Setelah itu berupaya mengadakan kontak ke luar untuk 
mengantisipasi ke redaksi atau dengan kemampuan membina hubungan baik 
dengan media (press relations) yang bersangkutan, yaitu dengan jalan mengirim 
press release kepada meja redaksi, sebagai tindakan korektif dan meluruskan, 
pemberitaan yang salah tersebut yang terlanjur disiarkan oleh media bersangkutan 
( biasanya surat bantahan atau koreksi PR, dimasukkan ke kololm surat pembaca) 
Jalan keluar lainnya yang ditempuh adalah melalui konferensi pers, yaitu 
mengundang wartawan yang bersangkutan untuk dipertemukan dengan pimpinan 
perusahaan atau yang berwenang dalam hal ini, untuk diberikan informasi yang 
sebenarnya. Dengan kiat dan teknik PR tersebut diatas, dimaksudkan agar suatu 
berita negatif di satu media cetak segera dapat diantsipasi agar tidak meluas ke 
media lainnya dan menjadi isu yang baru.34       
Dengan mengadakan konferensi pers praktisi humas dapat menjelaskan 
dan meluruskan pokok permasalahan kepada media sehingga tidak menjadi 
kesalahpahaman persepsi dan pihak media dapat mengubah redaksi berita yang 
sesuai dengan keinginan dari perusahaan/instansi. 
C. Pandangan Islam Tentang Media Relations 
Umat manusia pada umumnya dan umat islam pada khususnya, dalam era 
informasi dewasa ini, dihadapkan pada perubahan nilai bahwa seolah-olah apa yang 
dikatakan atau dilaporkan oleh media massa adalah benar. 
Realitas sosial telah dipersempit maknanya menjadi “realitas media” atau 
realitas seperti apa yang tertera atau tersiar dalam media massa. Kecenderungan 
penyempitan makna informasi bukan hanya harus menjadi kesadaran bersama, 
tetapi juga semakin menambah besar tanggung jawab sosial media massa. 
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Oleh karena itu, masyarakat harus cerdas dan selektif serta kritis terhadap 
informasi. Dalam islam sesuai dengan ayat Al Quran telah diingatkan untuk 
melakukan tabayyun terhadap suatu fakta, informasi dan berita yang tidak jelas asal 
usulnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah Al-Hujurat ayat 6: 
اَه ُّي
َ
أ ََٰٓي  َنيه
َ







َنه ب ُُۢق هسَاف ۡمُكَٓءاَج نهإ 
ْ
آوُنَماَء








“ Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang 
fasik membawa suatu berita, maka bersungguh-sungguhlah mencari 
kejelasan agar kamu tidak menimpakkan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa pengetahuan yang menyebabkan kamu atas perbuatan kamu 
menjadi orang-orang yang menyesal.”35  
 
Ayat diatas merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam 
kehidupan sosial sekaligus ia merupakan tuntunan yang sangat logis bagi 
penerimaan dan pengalaman suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya 
haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat 
menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain (media 
massa) dalam menyampaikan informasi. Pihak lain itu (media massa) ada yang 
jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, 
dan ada pula sebaliknya.  
Akan tetapi berita yang kita terima harus disaring, khawatir jangan sampai 
seseorang melangkah tidak jelas atau dalam bahasa ayat diatas bijahalah. Dengan 
kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan 
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pengetahuan sebagai lawan dari jahalah yang berarti kebodohan, disamping 
melakukannya berdasar pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah 
swt. Sebagai lawan dari makna kedua dari jahalah.36      
Penekanan pada kata fasiq bukan pada semua penyampai berita, karena 
ayat ini turun ditengah masyarakat muslim yang cukup bersih sehingga bila semua 
penyampai berita harus diselidiki kebenaran informasinya, maka ini akan 
menimbulkan keraguan ditengah masyarakat muslim dan pada gilirannya akan 
melumpuhkan masyarakat. Perlu dicatat bahwa banyaknya orang yang 
mengedarkan informasi atau isu bukan jaminan kebenaran informasi itu. Banyak 
faktor yang harus diperhatikan. 
Untuk itu penting bagi seorang praktisi humas menjalin hubungan baik 
dengan media, agar humas dapat mengontrol dan mengawasi media dalam 
menyebarkan informasi kepada masyarakat, agar informasi yang disampaikan 
benar-benar informasi yang jelas dan tepat sehingga tidak menimbulkan fitnah dan 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggambarkan atau 
menjabarkan mengenai suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang 
dimiliki. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menjelaskan fenomena sedalam-
dalamnya melalui pengumpulan data. Jika data yang dikumpulkan sudah mendalam 
dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling 
lainnya37.  
Penelitian deskriptif berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada 
berdasarkan data-data hasil observasi, maka peneliti menyajikan data, berdasarkan 
data-data dan hasil observasi, menganalisis dan menginterpretasikan. Peneliti 
bertindak sebagai pengamat38. Penelitian ini berusaha mencari hubungan, tidak pula 
menguji hipotesis, serta tidak terpaku pada teori sehingga peneliti dapat bebas 
menggali informasi yang dibutuhkan dari objek penelitiannya saat berada di 
lapangan.  
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 2. Lokasi Penelitian      
Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Kota 
Majene, tepatnya di Kantor Bupati Majene Bagian Kehumasan. Penentuan lokasi 
penelitian dikarenakan peneliti akan lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan 
penelitian, sehingga dapat mempermudah dalam perolehan data serta waktu, tenaga 
dan biaya dapat digunakan seefesien mungkin. Dan penelitian ini dilakukan pada 
tanggal 16 November 2017 sampai dengan 24 November 2017. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini adalah 
pendekatan komunikasi. Peneliti akan menggunakan metode pendekatan ini kepada 
pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan 
keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. 
C. Sumber Data 
1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung 
dilapangan yang diperoleh melalui wawancara, yang diajukan kepada informan, 
dan peneliti akan mengambil 4 narasumber/informan dalam hal ini informan 
adalah Ibu Irsyah Syamti (Kasubag pelayanan media), Bapak Irfaid (Kasubag 
bagian informasi), Ibu Anugrahwati (staf bagian humas)  serta Bapak Abd. Kadir  
wartawan dari majalah mammis. Hal itu dilakukan dengan teknik purposive 
sampling yakni teknik pengambilan sumber data dengan memilih informan 
menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kriteria yang dimaksud adalah 
harus sesuai dengan topik penelitian dan mereka yang dipilih dianggap kredibel 
untuk menjawab masalah penelitian.  
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 
sudah ada seperti catatan atau dokumentasi instansi dan data yang diperoleh 
dengan mendatangi kantor pemerintah daerah majene untuk memperoleh 
informasi yang mendukung penelitian ini.  
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi  
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk 
mengetahui objek yang akan diteliti dengan cara hanya mengamati saja tanpa 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi dilakukan untuk memperoleh data 
murni yang dikumpulkan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang 
diteliti.  
Peneliti melakukan pengamatan non-partisipasi (non-perticipant 
observation) yakni observasi pengumpulan data dan informasi tanpa 
menitikberatkan diri atau tidak menjadi bagian dari lingkungan objek penelitian. 
Peneliti hanya memperhatikan gejala-gejala atau fenomena kemudian mencatatnya 
dalam buku observasi. Peneliti melakukan pengamatan tentang aktivitas humas 
pemerintah daerah Majene dalam menjalankan fungsi dan perannya. 
2. Wawancara  
  Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 
secara langsung oleh peneliti kepada informan, informan tersebut antara lain Bapak 
Irfaid (Kasubag Pelayanan Informasi), Ibu Irsyah Syamti (Kasubag Media Massa), 
Ibu Anugrahwati (Staf Bagian Media Massa) dan Bapak Abd. Kadir (Wartawan 
Majalah Mammis), dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan 
alat perekam.  
Dalam hal ini peneliti harus dapat menetukan informan kunci. Penentuan 
mengenai siapa yang harus menjadi informan kunci harus melalui beberapa 
pertimbangan di antaranya:  
1. Orang tersebut memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti 
2. Usia orang tersebut sudah dewasa 
3. Orang tersebut sehat jasmani dan rohani 
4. Orang tersebut bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk 
menjelek-jelekkan pihak lain 
5. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang 
diteliti.39 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah kegiatan menghimpun, mengolah, menyeleksi, dan 
menganalisis kemudian mengevaluasi seluruh data, informasi dan dokumen tentang 
suatu kegiatan, peristiwa, atau pekerjaan tertentu yang dipublikasikan baik melalui 
media elektronik maupun cetak dan kemudian disimpan secara teratur dan 
sistematis. 
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Dokumentasi merupakan tekhnik terakhir pengumpulan data sekunder 
yang bersifat tercetak (printed) yang bertujuan untuk melengkapi data-data 
tambahan penelitian , seperti company profile (profil perusahaan), buku-buku, atau 
tulisan-tulisan dan sebagainya. dan dari hasil penelitian, peneliti mengumpulkan 
data dibagian humas diantaranya gambaran umum humas pemerintah daerah 
Majene, struktur organisasi humas, serta data-data pempinan SKPD Kabupaten 
Majene  
E. Instrumen Penelitian 
Secara terminologis instrumen penelitian adalah alat bantu yang 
digunakan oleh peneliti untuk mengukur atau mengumpulkan informasi kuntitatif 
maupun kualitatif sebagai bahan pengolahan berkenaan dengan objek ukur yang 
sedang diteliti.  
Kedudukan peneliti sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif adalah 
hal yang primer. Karena sekaligus ia sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan 
data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.40 Sedangkan 
instrumen sekunder dalam penelitian ini adalah alat pengumpulan data berupa 
petunjuk wawancara (interview guide),catatan lapangan dan alat rekam barometer 
keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian 
untuk mencatat hasil observasi dan wawancara, pedoman wawancara dan telaah 
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kepustakaan seperti buku, foto, dokumen, biografi, serta alat penunjang seperti 
kamera, alat perekam suara dan buku catatan.  
F. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan ke dalam 
pola, kategori dan satuan uraian dasar. Tujuan analisis untuk menyederhanakan data 
ke dalam bentuk yang mudah diimplementasikan. Analisis data dalam penelitian ini 
berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data atau melalui tiga tahapan 
model alir dari Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan data atau verifikasi. Langkah-langkah analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah : 
a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian untuk 
menyederhanakan sebagai bahan mental diringkas, lalu disimpan lebih 
sistematik, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah 
dikendalikan.    
b. Penyajian data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 
permasalahan penelitian, dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak 
dibutuhkan, lalu kemudian dikelompokkan dan diberikan batasan masalah. Dari 
penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan mana 
data substansif dan mana data pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan teknik pendekatan deskripsi kualitatif yang merupakan proses 
penggambaran keadaan sasaran yang sebenarnya. Analisis  data diperoleh dari 
wawancara mendalam maupun dengan observasi. Hasil dari analisis data 
tersebut kemudian dinarasikan sedemikian rupa agar mudah dilihat dan 
dimengerti. 
c. Penarikan kesimpulan, kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut 
dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan 
disajikan  secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang 
diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap 
selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan 
sementara perlu diverifikasi. 
d. Kesimpulan akhir, diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah 
diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan diperoleh setelah pengumpulan 











HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah singkat  Kabupaten Majene 
Majene adalah salah satu dari lima Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. 
Sewaktu masih tergabung dalam Provinsi Sulawesi Selatan, bersama Kabupaten 
Polewali Mamasa, dan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene tergabung sebagai 
kawasan yang dulunya disebut Afdeling Mandar. Yang mana ibukotanya adalah 
Onderafdeling Majene. Adapun onderafdeling lain ialah Onderafdeling Polewali, 
Onderafdeling Mamasa, dan Onderafdeling Mamuju. Belakangan, saat sistem 
afdeling atau onderafdeling dihapus, onderafdeling-onderafdeling diatas ada yang 
digabung, ada yang tetap berdiri sendiri tapi dengan istilah yang berbeda. 
Onderafdeling Polewali dan Onderafdeling Mamasa menjadi Kabupaten Polewali 
Mamasa, Onderafdeling Majene menjadi Kabupaten Majene, dan Onderafdeling 
Mamuju menjadi Kabupaten Mamuju. Afdeling mandarpun dihapus, dilebur 
bersama afdeling lain dibagian selatan yang kemudian menjadi Provinsi Sulawesi 
Selatan.41 
Namun pada tahun 2004, yang dulunya tergabung dalam afdeling mandar 
menjadi daerah yang disebut Provinsi Sulawesi Barat. Dibentuk daerah otonomi 
baru yakni Kabupaten Polewali Mamasa dibagi menjadi dua, yaitu Kabupaten 
Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Demikian juga Kabupaten Mamuju, 
dibagi menjadi Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara.      
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Dengan latar belakang historisnya diatas, sampai saat ini Kabupaten 
Majene dikenal sebagai Ibukota Mandar (tua). Selain sebagai posisinya ibukota 
afdeling mandar, juga jauh sebelumnya, di masa kerajaan-kerajaan, salah satu 
kerajaan yang ada di Kabupaten Majene dianggap sebagai “indoq” (ibu) dalam 
persekutuan tujuh kerajaan dipesisir pantai, Pitu Baqbana Binanga, yaitu Kerajaan 
Sendana. Posisinya sederajat dengan Kerajaan Balanipa (saat ini masuk Kabupaten 
Polewali Mandar) yang disebut sebagai “kamaq” (ayah).42     
Selain sebagai Ibukota Mandar, Kabupaten Majene juga disebut kota 
pendidikan sebab dulunya pusat pendidikan di Afdeling Mandar adalah Majene. 
Itulah sebab dalam kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi Barat, diputuskan 
bahwa perguruan tinggi negeri akan ditempatkan di Kabupaten Majene. Dengan 
kata lain, aktivitas pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan akan ditempatkan 
di Kabupaten Majene. Untuk itu, pembangunan non-pendidikanpun harus berkaitan 
atau mendukung kebijakan tersebut.   
Ada pendapat mengenai asal mula penamaan Majene. Pendapat pertama 
(misalnya dalam Ahmad 1990 dalam Hafiq dkk 2000; sila 2006) mengatakan bahwa 
kata tersebut berasal dari kata “manjeqneq” (akar katanya “jeqneq” yang berarti 
air) atau berwudhu. Konon, pada tahun 1875 disaat penjajah Belanda pertama kali 
mendarat di pesisir Majene, mereka bertemu dengan seseorang yang kebetulan 
sedang “majeqneq”. 
Orang belanda bertanya kepada orang yang berwudhu tersebut tentang 
nama negeri yang didaratinya. Sebab tidak saling mengerti bahasa, orang yang 
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berwudhu tersebut mengira orang asing tersebut bertanya apa yang sedang dia 
lakukan. Maka dijawablah “majeqneq”. Pikir itulah jawaban atas pertanyaan yang 
diajukannya, orang belanda akhirnya menganggap daerah yang didatanginya 
bernama Majene (q).  
Pendapat yang lain mengutarakan bahwa kata Majene pertama kali 
digunakan disaat banyak pelayar Gowa-Tallo (suku Makassar) singgah atau 
berlabuh untuk berdagang di pesisir Totoli. Orang-orang Makassar menyaksikan 
upacara penurunan perahu oleh orang-orang Totoli. Yang mana ada kebiasaan 
saling siram-menyiram saat perahu berhasil di dorong ke laut (telah terapung). Oleh 
orang Makassar, perilaku itu disebut manjeqneq-jeqneq. Belakangan, orang Gowa 
tersebut menyebut kawasan itu sebagai manjeqneq-jeqneq yang berubah menjadi 
Majene. Kata atau istilah “manjeqneq” yang merujuk sebagai nama tempat 
ditemukan dalam lontar Tallo yang mengutip ucapan Raja Gowa Karaeng 
Tomapaqrisiq Kallonna, yang memerintahkan Raja Tallo agar datang ke Majene 
guna mengusir Suku Tidung (bajak laut) yang mengganggu keamanan pelayaran di 
kawasan tersebut. Kalimatnya, “naungki mai ri manjeqne” (pergilah engkau ke 
Majene). Pasukan Makassar yang diutus ke Majene oleh Raja Gowa guna mengusir 
bajak laut dipimpin oleh I Mappatangkang Tana Karaeng Pattingalloang (Raja 
Tallo) bersama dengan laskar kerajaan banggae yang dipimpin oleh puatta I 
salabose daeng di poralle maraqdia bangga.43   
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2. Letak Geografis 
Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 km yang terletak di pesisir 
pantai Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara dengan luas 947,84 km. 
Kabupaten Majene terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, 
Pamboang, Sendana, Tamero’do Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda, 
yang meliputi 40 Desa dan Kelurahan. 
                               Peta Kabupaten Majene 
                              
                             Sumber: www.majenekab.go.id 
Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas 
perkotaan 5.515 km, yang berada diposisi Selatan Kabupaten Majene, dengan jam 
tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari Ibukota Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu 
kurang lebih 142 km.  
Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada posisi 2’ 38’ 45’ sampai 
dengan 3’ 38’ 15” Lintang Selatan dan 118’45’ 00” sampai 119’4’45” Bujur Timur, 
dengan berbatasan disebelah Utara Kabupaten Mamuju, sebelah Timur Kabupaten 
Polewali Mandar, sebelah Selatan Teluk Mandar,  dan sebelah Barat adalah Selat 
Makassar.  
Klasifikasi kemiringan tanah secara keseluruhan relatif miring dengan 
presentase wilayah yang mengalami erosi sebesar 3,41% dan luas wilayah 
kabupaten, dengan suhu udara kantara 21 C sampai 34 C, serta jumlah hari hujan 
208 hari. 
Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0-1.600 
meter di atas permukaan laut, daerah ini mempunyai topografi yang sebagian besar 
merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi yang mulai rusak akibat adanya 
pembukaan hutan menjadi sawah ladang (30% dari luas total 94,784 ha). Sisa dari 
lahan yang ada berupa daratan alluvial pantai dan batuan gamping (70%) sehingga 
potensi aliran sungai gunung dan mata air terbatas, apalagi dimusim kemarau. 
Jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 137.474 jiwa yang terdiri dari 
jumlah pria 66.494 jiwa dan jumlah perempuan 70.980 jiwa dengan kepadatan 
1.060 jiwa /km untuk Kota Majene (Kec. Banggae). Tingkat pertumbuhan 
penduduk Kabupaten Majene adalah 0,21% pertahun, dan 1,40% pertahun  untuk 
Kota Majene. Penduduk Kabupaten Majene mayoritas beragama islam 137.214 
jiwa, Hindu 0 jiwa, Budha 4 jiwa dengan sarana peribadatan yaitu Masjid 214 buah, 
Langgar 61 buah, Mushollah 40 buah, dan Gereja 1 buah.44  
Visi & Misi Pemerintahan Daerah Majene
 
1. Visi : 
- Majene Profesional 
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- Produktif   
- Proaktif 
Penjabaran makna dari Visi tersebut : 
 Majene Professional 
 
- Majene Profesional Tata Kelolah Pemerintahan. 
- Majene Profesional Aparat Pemerintah diwujudkan melalui peningkatan 
kompetensi dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah. 
- Majene Profesional Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui 
Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat serta 
meningkatkan keterampilan kerja masyarakat dalam mendukung 
perekonomian Daerah yang bermoral dan berbudaya. 
 Majene Produktif 
Majene Produktif melalui perkuatan dan peningkatan perekonomian 
kerakyatan dengan optimalisasi dari potensi daerah (Pertanian, Perikanan, 
Kelautan dan Pariwisata) yang didukung oleh kemandirian masyarakat 
peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat mengedepankan 
aspek kemandirian. 
 Majene Proaktif 
 
- Majene Proaktif dalam menghadirkan peran Pemerintah Daerah dalam 
memfasilitasi pemenuhan segala kebutuhan masyarakat menuju masyarakat 
Majene Sejahtera tercukupi kebutuhan manusia meliputi pangan, papan, 
sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja yang selanjutnya 
mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Majene 
yang layak dan bermartabat. 
- Majene Proaktif dalam upaya mendayagunakan segala potensi sumber daya 
keuangan baik dari APBD Kabupaten Majene dan sumber pembiayaan lain 
(APBDP, APBN dan Perlibatan Sektor Swasta) dalam rangka pembiayaan 
pembangunan daerah. 
- Majene Proaktif dalam memberdayakan segala komponen masyarakat 
berpartisipasi aktif dalam menyelenggarakan pembangunan. 
2. Misi : 
- Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kabupaten Majene 
yang berkualitas 
- Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 
- Mewujudkan Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Bidang 
Pertanian, Perikanan Kelautan dan Pariwisata 
- Memperkuat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerakyatan 
dengan mengoptimalkan potensi daerah yang didukung oleh kemandirian 
masyarakat. 
- Meningkatkan pembangunan infra struktur bagi percepatan aspek-aspek 
pembangunan. 
- Supremasi hukum dalam menciptakan Pemerintahan yang bersih dan 
profesional dengan peningkatan kapasitas aparatur didasarkan pada nilai-
nilai kebenaran dan berkeadilan. 
-  
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3. Gambaran Umum Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah 
Majene 
 
 Bagian hubungan masyarakat secara struktur dibawah kordinasi atau 
garis komando asisten pemerintahan sekretariat Kabupaten Majene, untuk 
membantu dan mendukung kelancaran tugas-tugas sekretaris daerah sebagai kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup sekretariat pemerintah 
Kabupaten Majene. Secara struktural bagian hubungan masyarakat (humas) dijabat 
oleh seorang pejabat eselon III a, berpangkat minimal Pembina golongan IV a. 
Bagian hubungan masyarakat sekretariat Kabupaten Majene membawahi tiga sub 
bagian, diantaranya sub bagian pelayanan informasi, sub bagian protokoler, dan sub 
bagian pelayanan informasi. Sub-sub bagian tersebut adalah eselon IV a.  
Peran dan fungsi sub bagian dalam lingkup bagian hubungan masyarakat 
(humas) Sekretariat Pemerintah Daerah Majene adalah membantu melaksanakan 
tugas dan fungsi kepala bagian hubungan masyarakat, sesuai tugas pokok dan 
fungsi masing-masing sub bagian, berdasarkan koridor atau ketentuan yang telah 
digariskan oleh atasan/pejabat yang lebih tinggi, sebagai penanggung jawab 
pelaksanaan tugas yang telah diembannya. 
Sub-sub bagian tersebut tetap memegang teguh prinsip profesionalisme, 
berintegritas, menjunjung tinggi rasa kebersamaan, bekerja sama, memberi contoh 
ketauladanan kepada seluruh staf, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang 
diembannya. Adapun tugas dan fungsi masing-masing sub bagian dalam lingkup 
bagian hubungan masyarakat (humas) sekretariat pemerintah daerah kabupaten 
majene adalah sebagai berikut : 
a. Sub Bagian Pelayanan Media Massa   
- Menyusun anggaran berkaitan pelayanan media dan operasional radio 
pemerintah Kabupaten Majene 
- Membuat program tahunan berkaitan dengan pelayanan media serta 
program acara radio mammis pemerintah Kabupaten Majene. 
- Menyiapkan press release berkaitan kegiatan yang telah dilaksanakan 
maupun pra pelaksanaan sebagai bahan pemberitaan (publikasi). 
- Melakukan konfrensi pers jika dianggap perlu, berkaitan dengan 
perkembangan maupun hambatan yang dirasakan oleh masyarakat atas 
kebijakan pemerintah dalam membangun Kabupaten Majene. 
- Mempersiapkan sarana dan prasarana peliputan untuk kebutuhan 
peliputan suatu acara/kegiatan pemerintah Kabupaten Majene. 
- Melaksanakan pelatihan jurnalis, bagi warga masyarakat termasuk 
siswa-siswa sekolah lanjutan tingkat atas 
- Melaksanakan tugas-tugas umum dalam lingkup bagian hubungan 
masyarakat, maupun bagian-bagian yang ada dalam sekretariat 
pemerintah Kabupaten Majene. 
b. Sub bagian protokoler 
- Menyusun rencana anggaran operasional untuk mendampingi para 
pejabat dalam lingkup sekretariat pemerintah kabupaten majene, seperti 
bupati, wakil bupati, sekretaris kabupaten, para asisten guna mengatur 
peliputan acara/kegiatan.   
- Mengatur dan menata sarana lokasi yang akan digunakan dalam setiap 
acara yang menghadirkan para pejabat teras pemerintah Kabupaten 
Majene 
- Memprogramkan pengadaan kostum, id card, alat komunikasi (handy 
talki), guna menunjang pelaksanaan tugas dilapangan 
- Menyiapkan naskah pidato/sambutan sesuai dengan tema acara kegiatan 
- Menugaskan para staf untuk mengarahkan para tamu undangan untuk 
menuju tempat yang disediakan dalam acara-acara resmi 
- Melakukan konsultasi/kordinasi dengan pihak penyelenggara acara 
tentang hal-hal kesiapan pelaksanaan suatu acara, hal ini dilaksanakan 
untuk menghindari kekurangan/kesalahan yang dapat mengganggu 
pelaksanaan suatu kegiatan 
- Melakukan pengecekan tentang personil-personil yang akan dilibatkan 
dalam acara, maupun perangkat-perangkat elektronik yang akan 
digunakan 
- Melaksanakan tugas-tugas umum dalam lingkup bagian hubungan 
masyarakat, maupun bagian-bagian yang ada dalam sekretariat 
pemerintah kabupaten majene 
c. Sub bagian pelayanan informasi       
- Menyusun anggaran berkaitan dengan pelayanan informasi, seperti 
pengadaan dan penggandaan foto-foto dokumentasi setiap kegiatan 
pemerintah Kabupaten Majene 
- Setiap saat melakukan komunikasi dengan pihak ajudan tentang jadwal 
kegiatan yang akan dilakukan bupati, wakil bupati dan para pejabat 
dalam lingkup sekretariat pemerintah kabupaten majene, sebagai bahan 
informasi kepada kabag humas dan sub-sub bagian protokoler, pelayanan 
media massa, dan terutama rekan-rekan wartawan media cetak dalam 
rangka peliputan dan pemberitaan. 
- melakukan  penyebarluasan informasi kepada warga masyarakat melalui 
pengumuman keliling, berkaitan hal-hal yang perlu diketahui dan 
dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. 
- Mempublikasikan foto-foto hasil peliputan kegiatan para pejabat 
pemerintah Kabupaten Majene, melalui papan dokumentasi yang 
terpampang dibagian hubungan masyarakat secretariat pemerintah 
kabupaten majene, sebagai bahan informasi bagi masyarakat kalangan 
pegawai maupun masyarakat umum. 
- Melaksanakan tugas-tugas umum dalam lingkup bagian hubungan 
masyarakat, maupun bagian-bagian yang ada dalam lingkup sekretariat 




















B. Fungsi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Majene dalam 
Menjalin Hubungan dengan Media Cetak 
1. Hubungan Masyarakat (Humas) 
Humas adalah fungsi manajemen yang membangun dan 
mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan 
publik yang memengaruhi kesuksesan dan kegagalan organisasi tersebut. 
Humas dikatakan berfungsi apabila aktifitas yang dilakukan merujuk 
pada suatu kegiatan yang jelas dan khas. Selain itu, berfungsi tidaknya humas dalam 
sebuah instansi dapat diketahui dari ada tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-
ciri fungsinya. Ciri-ciri tersebut antara lain mencakup. Pertama, humas adalah 
kegiatan komunikasi  dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara 
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timbal balik. Kedua, humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang 
ditetapkan oleh manajemen atau organisasi. Ketiga, publik yang menjadi sasaran 
kegiatan humas adalah publik eksternal dan publik internal. Keempat, 
operasionalisasi humas adalah membina hubungan harmonis antara organisasi 
dengan publik dan mencegah terjadinya kesenjangan, baik yang timbul dari pihak 
organisasi maupun dari pihak publik.  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dan 
berdasarkan data dari hasil wawancara, yang menjadi narasumber di bagian humas 
Pemerintah Daerah Majene adalah Irfaid (Kasubag Pelayanan Informasi) :  
“Menyediakan informasi (kegiatan pemda,bupati,wakil bupati dan 
program kegiatan yang perlu diketahui masyarakat). Menfasilitasi 
wartawan, masyarakat dalam hal koordinasi dengan pimpinan,kerjasama 
iklan/banner dll. dimedia massa”45   
 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada 
Irfaid (Kasubag Pelayanan Informasi), menjelaskan bahwa fungsi humas 
Pemerintah Daerah Majene dalam menjalin hubungan dengan media cetak adalah 
dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak media untuk keperluan 
publikasi seperti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bupati, wakil 
bupati dan program kegiatan yang perlu diketahui oleh masyarakat, menfasilitasi 
wartawan ataupun masyarakat yang ingin bertemu dengan pimpinan dan melakukan 
kerjasama iklan,banner dimedia massa. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak 
media, humas Pemerintah Daerah Majene telah menentukan hal apa saja yang akan 
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disiapkan dalam melakukan kerjasama dengan media, sebagaimana yang dikatakan 
Ibu Anugrahwati (staf humas pelayanan media massa): 
“Menyiapkan kebutuhan publikasi. Apa-apa saja yang perlu 
diinformasikan ke masyarakat. Misalnya, program-program apa yang 
perlu di ekspose”46 
 
Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene juga berfungsi 
sebagai komunikator dan fasilitator Pemerintah Daerah Majene dalam memberikan 
informasi kepada masyarakat dan sekaligus pendengar yang baik atas masukan 
maupun kritikan dari masyarakat tentunya yang bersifat membangun atas kebijakan 
pelaksanaan program kegiatan dilapangan oleh satuan kerja perangkat daerah 
(SKPD) Kabupaten Majene. Kemudian bagian hubungan masyarakat 
menyampaikan kepada atasan sebagai pemegang kebijakan untuk memerintahkan 
kepada SKPD tindakan apa yang akan dilakukan atas permasalahan-permasalahan 
yang terjadi dilapangan. Penyampaian informasi dilakukan melalui media cetak 
maupun melalui radio. 
Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene juga melakukan 
beberapa tahapan dalam melakukan kerjasama dengan media cetak, antara lain 
media cetak majalah mammis dan mandar news,  sebagaimana yang dikatakan 
Bapak Irfaid (Kasubag Pelayanan Informasi):  
“Meeting dengan media bersangkutan, deal anggaran sesuai dengan porsi 
dana yang tersedia,taken kontrak, dan evaluasi”47  
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Peryataan diatas dapat dijelaskan bahwa tahapan fungsi Humas 
Pemerintah Daerah Majene dalam menjalin hubungan dengan publik eksternal 
(media cetak) dapat berjalan dengan baik dengan melakukan suatu pertemuan atau 
melakukan rapat dengan pihak media cetak guna membahas bentuk kerjasama yang 
dilakukan,  memberikan fasilitas kepada wartawan demi kelancaran kerjasama. 
Disisi lain Humas Pemerintah Daerah Majene telah menyediakan dana untuk setiap 
kegiatan yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 
Humas juga sebagai komunikator, untuk membangun hubungan positif 
antara Pemerintah Daerah Majene dan pihak media cetak dengan keterlibatan tugas 
sehari-hari dalam Pemerintahan Daerah di Majene. Media cetak sebuah sarana 
penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan kegunaan yang terkait dengan 
kepentingan masyarakat luas. Media cetak sangat berperan penting dalam sebuah 
pemberitaan yang ada di Pemerintah Daerah Majene. Untuk itu seorang humas 
harus mampu mempertahankan hubungan baik dengan media karena humas  
merupakan perantara antara pemerintah daerah dengan pihak media cetak dalam hal 
publisitas tentang kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah Majene, agar masyarakat 
dapat membaca dan mendapatkan informasi dengan jelas dan akurat tentang 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Majene. 
Sejauh ini kinerja dari pihak Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah 
Majene dalam menjalin kerjasama dengan pihak media sudah cukup baik dan ini 
merupakan hal positif dalam menjaga hubungan baik dengan pihak media. 
Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abd. Kadir salah seorang wartawan 
majalah mammis yang selama ini bekerjasama dengan pihak Hubungan Masyarakat 
Pemerintah Daerah Majene,  
“Sejauh ini apa yang dilakukan oleh humas pemda Majene, sudah cukup 
baik dalam mendukung pemberitaan yang kami lakukan”48 
Peran media yang sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat akan 
informasi yang benar adalah hal utama yang harus dilakukan media, dari sinilah 
asas orang-orang media yang independent, non-partisan, menjunjung kode etik 
jurnalis dijalankan. Lebih dari pada itu, seorang jurnalis atau wartawan harus 
memiliki berbagai pengetahuan yang merata di segala bidang, terutama dibidang 
dimana seorang wartawan ditempatkan. 
Untuk kedepannya kedua pihak harus terus bekerjasama, karena dengan 
itulah salah satu alternatif dari kedua belah pihak dapat tercapai, yaitu publikasi 
yang didapatkan Pemerintah Daerah Majene, khususnya pihak hubungan 
masyarakat untuk menjelaskan secara detail tentang kegiatan yang akan 
dilaksanakan atau yang akan dipublikasikan dimedia cetak, sedangkan lingkungan 
media terus mendapatkan tantangan dengan semakin berkembangnya era informasi, 
sehingga liputan berkualitas yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat 
dapat dipenuhi.  
2. Media Relations 
Hubungan pers adalah upaya-upaya untuk mencapai publikasi atau 
penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka 
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menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dan organisasi atau 
perusahaan yang bersangkutan. Tujuan pokok diadakannya hubungan pers adalah  
menciptakan pengetahuan dan pemahaman. Sebagaimana yang dikatakan salah 
oleh Ibu Irsyah Syamti (Kasubag Pelayanan Media Massa): 
“Hubungan yang kami bangun, antara humas dengan media cetak cukup 
baik dan harmonis, hal ini dapat kami gambarkan dengan pihak media atau 
wartawan yang setiap saat berkumpul dengan kami diruangan bagian 
humas, kami selalu bersepakat untuk membangun dan melestarikan 
hubungan baik ini demi membangun Kabupaten Majene melalui 
pemberitaan yang positif dan mendidik”49 
 Hubungan yang terjalin dengan baik dengan pihak media dapat 
memberikan manfaat yang positif bagi pihak Pemerintah Daerah Majene dalam 
meningkatkan reputasi dan nama baik dimata masyarakatnya. Dan dapat pula 
memberi penerangan kepada masyarakat akan informasi-informasi tentang 
Kabupaten Majene.  
Tugas humas adalah memberikan informasi kepada media dan media 
yang mempublikasikan. Ungkapan tersebut bukan merupakan suatu beban bagi 
media, karena tugas media memang untuk mempublikasikan setiap kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah Majene, sebagaimana yang diungkapkan 
wartawan bapak Abd. Kadir berikut, 
“Apa yang dilakukan oleh pihak humas pemda Majene adalah bentuk 
kerjasama yang baik dan kami tidak terbebani dengan itu, justru sangat 
membantu”50 
 
Media justru merasa terbantu dengan proses kerjasama tersebut. Karena 
media lebih mudah mendapatkan informasi tentang kegiatan yang akan 
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dipublikasikan kepada masyarakat karena humas Pemerintah Daerah Majene yang 
memberikan langsung informasi yang dibutuhkan media untuk dimuat dalam 
pemberitaan dimedia cetak walaupun koordinasi informasi yang antara pihak 
humas dengan media masih kadang menemui hambatan karena humas belum 
menempatkan seorang yang dapat mengcover informasi tentang kegiatan yang akan 
dipublikasikan. Sebagaimana yang dikatakan ibu Anugrahwati  
(staf bagian pelayanan media massa), 
“Komunikasi informasi kegiatan. Humas belum menempatkan seorang 
yang bertugas mengcover informasi agenda kegiatan pimpinan ke media, 
jadi media memanfaatkan link sendiri ke bupati, wakil dan pimpinan 
lainnya”51 
 
Tanpa adanya seseorang yang mengkoordinir informasi kegiatan 
pemerintah daearah kepada pihak media cetak membuat kerjasama antara humas 
dengan media cetak menjadi terhambat sehingga media kadang memanfaatkan link 
ataupun kenalan yang berada dalam pemerintahan daerah untuk mencari tahu 
informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh humas Pemerintah 
Daerah Majene selama ini sudah cukup baik. Ini merupakan bentuk kerjasama yang 
baik dan saling menguntungkan (mutual understanding) antara humas pemda dan 
pihak media cetak, humas menginginkan publikasi dan pihak media membutuhkan 
informasi. 
Diera modern saat ini media dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan 
Pemerintah Daerah Majene sudah sangat berkembang. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan penulis, menurut Irsyah Syamti (Kasubag Pelayanan Media Massa), 
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“Perkembangan media di Kabupaten Majene cukup baik dalam 
mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, hal ini dapat kami 
lihat dari pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh rekan-rekan 
wartawan media cetak maupun melalui Radio Republik Indonesia dan 
Radio Mammis milik Pemerintah Kabupaten Majene, serta melalui 
majalah bulanan MP 3 Mammis.”52  
 
Dengan berkembangnya media dalam mempublikasikan setiap informasi 
tentang kegiatan Pemerintah Daerah Majene membuat masyarakat dapat lebih 
mudah dalam mengetahui tentang perkembangan ataupun setiap kegiatan atau 
program-program yang akan dan telah dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah 
Majene. Dan mempermudah bagi pihak Humas Pemerintah Daerah Majene dalam 
menyebarluaskan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Abd. Kadir 
salah seorang wartawan media cetak majalah mammis, adapun harapan media 
terhadap humas pemda Majene untuk kerjasama kedepannya, 
“Harapannya agar humas pemda Majene dapat menjadi mitra kerja yang 
lebih baik lagi kedepannya, tentunya ditunjang dengan profesionalitas 
dari kedua belah pihak”53 
  
Profesionalitas merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan 
sebuah kerjasama agar kedua belah pihak yang bekerjasama tidak ada yang merasa 
dirugikan karena mereka bekerja dengan sikap profesionalitas. 
Adapun harapan humas pemda Majene kepada wartawan yang menjadi 
partner terdekat, sebagaimana yang dikatakan ibu Irsyah Syamti (Kasubag 
Pelayanan media massa), 
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“Harapan humas pemda Majene terhadap media sebagai partner terdekat, 
untuk menjaga reputasi pemerintah daerah adalah tetap menjunjung 
tinggi profesionalisme wartawan sebagai pencari berita dan mewartakan 
melalui medianya guna memberi informasi kepada masyarakat untuk 
dijadikan bahan informasi maupun bahan yang dapat menambah 
wawasan atau pengetahuan masyarakat”54 
 
Oleh karena itu humas pemerintah daerah Majene mengharapkan kepada 
rekan-rekan media untuk tetap menjunjung tinggi sikap profesionalisme, artinya 
sebelum informasi yang akan diberitakan atau diinformasikan kepada masyarakat, 
terlebih dahulu media memberikan konfirmasi kepada narasumber informasinya 
setelah itu baru dipublikasikan kepada masyarakat untuk mencegah kesimpang 
siuran dimasyarakat. Dan apabila ini terjadi bagian hubungan masyarakat 
pemerintah daerah Majene menfasilitasi untuk melakukan konferensi pers dengan 
menghadirkan narasumber dalam hal ini pejabat pemerintah daerah Majene yang 
berkaitan dengan pemberitaan. 
“Klarifikasi ke media tersebut, menyampaikan sanggahan jika dalam 
pemberitaan tersebut tidak menyatakan fakta apalagi jika terindikasi 
cover bold side”55    
 
Dengan melakukan sebuah klarifikasi tentang pemberitaan yang keliru 
menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang praktisi humas 
guna menjaga nama baik instansi pemerintah tempat seorang humas bekerja. 
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C. Faktor Pendukung dan Penghambat Fungsi Hubungan Masyarakat 
Pemerintah Daerah Majene dalam Menjalin Hubungan dengan Media Cetak 
 
Dalam suatu kerjasama atau kegiatan, faktor pendukung dan penghambat 
sudah pasti menyertai dalam setiap kegiatan atau kerjasama. Tidak terkecuali pada 
kegiatan atau kerjasama yang dilakukan oleh pihak hubungan masyarakat 
pemerintah daerah Majene dengan pihak media cetak dalam hal menjalin hubungan 
baik dan kerjasama dalam mempublikasikan setiap kegiatan Pemerintah Daerah 
Majene, diantaranya adalah : 
1.  Faktor pendukung fungsi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene 
dalam menjalin hubungan dengan media cetak 
a. Tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran kegiatan yang 
akan dilakukan. Seperti, ruang kerja, alat perekam(kamera), alat komunikasi 
(handy talky) dan fasilitas lainnya. 
Dengan tersedianya infrastruktur yang dapat menunjang kelancaran 
suatu kegiatan merupakan faktor penting demi tercapainya tujuan yang diinginkan 
dalam melakukan kegiatan kehumasan utamanya dalam menjalin kerjasama dengan 
pihak media. Tanpa adanya inftrastruktur tersebut dapat membuat kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh hubungan masyarakat dengan pihak media dapat berjalan 
tidak sesuai yang harapkan. 
b. Adanya keakraban antara setiap anggota bagian humas dengan pihak 
wartawan dengan setiap saat berkumpul dan berdiskusi. Sebagaimana yang 
dikatakan Irsyah Syamti (Kasubag Pelayanan Media Massa), 
“ Hubungan baik antara humas dengan media agar tetap berjalan baik, 
langkah yang kami lakukan adalah setiap saat berkumpul bersama 
diruang kerja humas, sambil menikmati hidangan ala kadarnya dan 
berdiskusi hal-hal yang berkembang ditengah masyarakat termasuk 
permasalahan yang ada dewasa ini.”56 
 
Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa salah satu faktor 
penting dalam menjalin dan menjaga hubungan dengan media adalah dengan setiap 
saat dapat berkumpul untuk berdiskusi dan saling bertukar informasi ataupun 
pikiran tentang hal-hal yang menjadi permasalahan ditengah masyarakat agar 
bersama-sama mencari jalan untuk mengurangi ataupun mengatasi setiap 
permasalahan yang ada melalui sebuah kerjasama publikasi dengan informasi yang 
jelas dan mendidik. Karena dengan cara tersebut dapat meningkatkan keakraban 
antara humas pemda dengan pihak media. 
2. Faktor penghambat fungsi Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Majene 
dalam menjalin hubungan dengan media cetak 
a. Dana atau anggaran yang belum memadai. sehingga dalam melakukan 
kerjasama dengan pihak media  seperti pemasangan iklan dan banner masih 
terbatas. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Irfaid (Kasubag Pelayanan 
Informasi): 
“Dan biasa memang kendala itu disini pertama kurangnya SDM, kedua 
terbatasnya anggaran dan banyak beberapa hal yang harus dibenahi 
kembali dibagian humas, apalagi kalau dalam kondisi sekarang inikan 
kita dalam kondisi ini, anggaran belum stabil, mudah-mudahan kedepan 
ada perubahan yang diharapkan”57 
 
Hambatan terjadi dalam hal ini dikarenakan humas pemda Majene 
memang tidak hanya memfasilitasi unit kerjanya; bagian pers dan berita, pengelolah 
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website, pengelola data dan pewarta foto, dan beberapa program yang kegiatan 
kehumasan yang memiliki kaitan dengan hubungan antara lembaga dan juga media 
lokal. Pada kenyataannya, humas pemda Majene harus menyediakan segala macam 
kebutuhan berhubungan dengan media, baik bahan pelaksanaan maupun 
melaksanakan implementasi dari kegiatan dengan media. Selain itu, keterangan 
informan diatas juga menyinggung adanya upaya peningkatan SDM humas di 
lingkungan pemda Majene.hal ini dimungkinkan karena praktisi humas yang 
profesional memang dituntut memiliki kompetensi komunikasi untuk menjalin 
hubungan yang harmonis dengan media, minimal memiliki pengalaman dan latar 
belakang pendidikan seperti jurusan komunikasi yang diharapkan lebih 
memudahkan humas dalam melakukan tugas dan fungsinya.     
b. Kurangnya jumlah sumber daya manusia dibagian Hubungan Masyarakat 
Pemerintah Daerah Majene yang profesional sehingga kegiatan atau kerjasama 
yang dilakukan dengan pihak media masih kurang terkoordinir dengan baik. 
Seperti koordinasi informasi kepada media, pihak humas belum menempatkan 
seseorang untuk mengatur hal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Ibu 
Anugrahwati (staf humas bagian media massa) berikut, 
“Kendala lainnya, humas belum menempatkan seseorang dalam hal 
koordinasi informasi kepada pihak media, jadi media biasanya masih 
mencari informasi sendiri di pemda”58 
 
Kurangnya sumber daya manusia yang profesional dibagian Hubungan 
Masyarakat Pemerintah Daerah Majene membuat kerjasama dengan pihak media 
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cetak menjadi kurang lancar. Koordinasi informasi tentang kegiatan yang akan 
dipublikasi oleh pihak media kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, 
karena humas belum menempatkan seseorang untuk mengcover setiap informasi 
kegiatan untuk disampaikan kepada pihak media cetak. Dan ini merupakan salah 
satu kendala humas pemda Majene dalam menjalin kerjasama dengan pihak media. 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak humas tersebut menjadi hal 
penting yang harus diperhatikan oleh humas pemda, agar pelaksanaan kerjasama 
dan hubungan yang dijalin dengan pihak media cetak kedepannya dapat berjalan 
lebih baik lagi. Pihak media juga harus menjaga kode etik jurnalis dalam setiap 
pekerjaan yang dilakukan dan menghormati setiap aturan yang ditetapkan 
dipemerintahan daerah Majene dengan mengikuti segala prosedur yang berlaku, 
begitupun dengan humas kepada media. Dengan begitu akan timbul rasa saling 















A. Kesimpulan  
1. Dalam pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat pemerintah daerah Majene 
dalam menjalin hubungan dengan media cetak, hubungan masyarakat 
pemerintah daerah Majene bertugas menyediakan data informasi tentang 
kegiatan-kegiatan pemerintah daerah untuk dipublikasikan oleh media, 
memfasilitasi wartawan dalam setiap kerjasama atau kegiatan yang akan 
dilakukan, menjadi penghubung masyarakat ataupun wartawan yang ingin 
bertemu dengan pihak pimpinan,     
2. Hubungan yang dijalankan oleh Bagian Hubungan Masyarakat dengan pihak 
media berlangsung cukup baik, karena didukung dengan tersedianya 
infrastruktur yang memadai dan terjalinnya keakraban antara humas dengan 
pihak media cetak. Namun jalinan yang dibangun bukan tanpa halangan. 
Masih banyak kendala dihadapi oleh bagian hubungan masyarakat 
pemerintah daerah Majene dalam menjalin hubungan dengan media cetak, 
diantanya ialah, Masih minimnya anggaran dalam menjalankan setiap 
kegiatan, kurangnya anggota atau jumlah pegawai yang profesional dibagian 
hubungan masyarakat.  
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi dari penelitian ini adalah kurangnya sumber daya manusia 
dibagian hubungan masyarakat yang profesional diharapkan dalam perekrutan 
pegawai atau anggota dibagian hubungan masyarakat difokuskan kepada calon 
pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan sesuai dengan dasar keilmuan 
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 Suasana ruangan bagian humas pemerintah daerah Majene 
 



















PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 
1. Apa saja fungsi humas pemerintah daerah Majene dalam menciptakan 
hubungan harmonis dengan media cetak? 
2. Bagaimana tahapan –tahapan yang dilakukan humas pemda Majene 
menjalankan fungsinya dalam melakukan kerjasama/menjalin 
hubungan dengan media cetak? 
3. Dalam menerapkan fungsi sebagai komunikator untuk membangun 
hubungan positif antara pemda dengan media cetak, hal apa saja yang 
dipersiapkan sebagai seorang humas? 
4. Masalah apa yang kadang terjadi antara pihak pemerintah daerah 
Majene dengan pihak media cetak? Contoh masalahnya seperti apa? 
5. Dalam menentukan konsep untuk melakukan kerjasama/menjalin 
hubungan dengan media cetak, hal apa saja yang harus ditentukan 
terlebih dahulu? 
6. Bagaimana hubungan antara pemda Majene dengan pihak media 
cetak? 
7. Apa faktor pendukung humas dalam melakukan kerjasama/menjalin 
hubungan dengan media cetak? 
8. Apa faktor penghambat/kendala humas dalam melakukan 
kerjasama/menjalin hubungan dengan media cetak? 
9. Bagaimana cara mengatasi ketika mengalami kendala dalam 
melakukan kerjasama/menjalin hubungan  dengan media cetak?  
10. Bagaimana jika ada pemberitaan oleh media cetak yang tidak sesuai 
dengan keinginan pemda Majene, apa yang dilakukan oleh humas 
pemda Majene? 
11. Bagaimana tindak lanjut humas pemda Majene setelah menjalankan 
fungsinya sebagai komunikator dalam melakukan kerjasama/menjalin 
hubungan dengan media cetak? 
12. Bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh humas pemda 
Majene setelah melakukan kerjasama/menjalin hubungan dengan 
media cetak 
13. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, apakah ada perubahan-perubahan 
yang dilakukan dalam kerjasama/menjalin hubungan dengan media 
cetak 
14. Bagaimana  pencapaian humas pemda Majene setelah melakukan 
kerjasama/menjalin hubungan dengan media cetak 
15. Seperti apa bentuk kerjasama yang dilakukan humas pemda Majene 
dengan pihak media cetak 
16. Dalam menjalin hubungan dengan media cetak, apakah ada hal-hal 
yang dikeluhkan oleh humas pemda Majene kepada pihak media cetak 
selama ini 
17. Dan apakah yang dikeluhkan oleh pihak media cetak kepada 
pemda/humas Majene dalam menjalin hubungan/kerjasama selama 
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